





A. Tinjauan Umum Tentang Pajak  
1. Pengertian 
Pengertian pajak memiliki beberapa versi yaitu pengertian pajak 
menurut para ahli , pengertian pajak menurut kamus hukum dan juga 
pengertian pajak menurut Undang-Undang Pajak itu sendiri , oleh karena 
itu penulis memaparkan pengertian pajak dari berbagai sebagai berikut :  
a. Pengertian Pajak Menurut Para Ahli  
Menurut Feldmann“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak 
oleh terutang kepada penguasa, tanpa adanya kontra-prestasi dan semata 
mata digunakan untuk menutup pengeluaran pengeluaran umum.”1. 
Definisi menurut Soeparman soemahhamidjadja “pajak adalah 
iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa 
berdasarkan norma-norma hukum,guna menutup biaya peruduksi barang 
barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”2 
Menurut Smeets pajak adalah prestasi kepada 
pemerintahyang tertuang melalui norma norma umum dan yang 
dapat dipaksakannya tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat 
ditunjukan dalam hal yang individual maksudnya adalah untuk 
membiayai pengeluaran pemerintah .3 
                                                             
1 Wirawan B.Ilyas dan Richard Burton.2008.Hukum Pajak.Jakarta.Salemba Empat.Hal.5. 
2 H.S.Munawir.2000.Perpajakan.Yogyakarta.liberty.Yogyakarta.Hal.1. 
3 Burton ricahard  dan wirawan b.ilyas.2004.Hukum Pajak.Yogyakarta.Salemba Empat.Hal.4. 
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Menurut Rochmat soemirto pajak adalah iuran rakyat kepada 
kas negara berdasarkan undang undang dengan tiada mendapat  jasa-
timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
digunakan pengeluaran umum .4 
Dari pengertian menurut ahli diatas , bahwa dapat 
disimpulkan ada lima unsur yang melekat pada pengertian pajak :  
1. Pembayaran pajak harus berdasarkan uu  
2.  Sifatnya dpat dipaksakan  
3. Tidak ada kontra-prestasi yang langsung dapat dirasakan  oleh 
pembayar pajak  
4.  Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah 
pusat maupun daerah 
5.  Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pengeluaran 
pemerintah bag kepentingan masyarakat umum 5 
Menurutnya dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia 
mengaharapkan terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan 
bantuan dari dan kerja sama dengan wajib pajak, sehingga perlu pula 
dihindari penggunaan istilah “paksaan”. 
b. Pengertian Pajak Menurut Kamus Hukum 
Menurut Kamus Hukum Pajak adalah iuran rakyat pada kas Negara 
Berdasarkan Undang-undang dengan tiada mendapat jasa timbal yang 
langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk pengeluaran umum.6 





c. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 
28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia 
No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan memberikan definisi pajak yang menyatakan bahwa :  
“ pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang 
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”7 
 
 
2. Fungsi Pajak  
Pajak terdapat fungsi yang ditimbulkan dari pajak itu sendiri yaitu : 
a. Fungsi budgetair/financial  
Yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, 
dengan tujuan untuk membiayai pengeluaan-pengeluaran 
Negara.Penerimaan dari sector pajak dewasa ini menjadi tulang pungung 
penerimaan Negara dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara 
(APBN). Untuk tahun anggaran 1996/1997 jumlah penerimaan pajak 
mendominasi 61,78% dari total penerimaan APBN atau 71,59% dari 
penerimaan dalam negri. Penerimaan minyak dan gas bumi yang yang 
sempat menjadi primadona pada saat oil boom ternyata pada tahun yang 
sama hanya menyumbang 18,06% dari total penerimaan dalam negri , 
                                                                                                                                                                       
6 Citra Umbara.2013.Kamus Hukum.Ban dung.Citra Umbara Bandung.Hal.287 
7 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan 
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sedangkan penerimaan bukan pajak hanya memberikan sumbangan besar 
10,35% terhadap penerimaan dalam negri.8 
b. Fungsi regulerend/fungsi mengatur  
Yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik 
masyarakat baik dibidang ekonomi ,social maupun politik dengan 
tujuan tertentu .Pajak digunaan sebagai alat untuk mencapai  tujuan 
tertentu. Dapat dilihat seperti contoh berikut : 
1. Pemebrian insentif pajak  
2. Pemberian pajak ekspor untuk produk tertentu dalam rangka 
memmenuhi kebutuhan dalam negri  
3. Pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah9 
 
3. Pembagian Pajak  
Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan golongan, 
wewenang pemungut ,maupun sifatnya , berikut pembagian pajak 
menurut golongannya :  
a. Pajak Menurut Golongannya  
1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh 
Wajib Pajak Dan Tidak dapat dibebbankan atau dilimpahkan 
Kepada orang lain. 
                                                             
8 Soemarsoe,SR.1994.Akuntansi dan perkembangan Terakhir undang undang 
perpajakan.Bandung. Makalah seminar pendidikan profesi berkelanjutan.konggres VI 
IAI.Bandung.Hal 2 
9  Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta.Penerbit Andi.Hal.1 
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2) Pajak tak langsung,yaitu pajak yang pada akhirnya dapat 
dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. 
b. Pajak Menurut Sifatnya  
1) Pajak subjektif,yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan kepada 
subjeknya,dalam arti memperhatikankeadaan diri Wajib Pajak. 
2) Pajak objektif,yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa 
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 
c. Pajak Menurut Lembaga Pemengutannya 
1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat 
dapat digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. 
2) Pajak Daerah,pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah  dan 
digunakan untuk membiayai rumah tangga Daerah.10 
 
4. Tarif Pajak 
Tarif pajak adalah suatu penetapan atau presentase berdasarkan 
Undang-Undang yang dapat digunakan untuk menghitung dan atau 
menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, disetor dan atau dipungut 
oleh wajib pajak.11Pada umumnya tariff pajak di Indonesia ditetukan 
berdasarkan prosentase (%), tapi ada juga tariff pajak yang hanya berupa 
nominal saja. Tarif pajak ada berbagai jenis , yaitu :  
1. Tarif Pajak Proposional  
                                                             
10Mardiasmo.2009.Perpajakan Edisi Revisi 2009.Yogyakarta.CV.Andi Ofset. Hal 10 
11 Kring pajak,Pengertian dan Tarif Pajak,www.kringpajak.com diakses tanggal 6 Januari 2017 
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Yang dimaksud tarif pajak Profesional atau sebanding adalah 
tarif pemungutan pajak dengan menggunakan prosentase yang tetap  
berapapun jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak. 
Semain besar jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak 
semakin besar pula jumlah pajak yang terutang, kenaikan jumlah 
pajak yang terutang sebanding atau proposional dengan kenaikan 
dasar yang dikenakan pajak. 
2. Tarif Pajak Degresif 
Yang dimaksud dengan tarip degresif atau menurun ialah tarif 
pemungutan pajak yang menggunakan prosentase yang semakin 
kecil dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar 
pengenaan pajak. Walaupun prosentase pemungutannya semakin 
kecil, bahkan akan semakin besar dengan semakin besarnya jumlah 
yang dikenakan pajak, tetapi kenaikan tersebut tidak proposionil 
dengan kenaikan jumlah yang dikenakan pajak. 
3. Tarif Pajak Tetap 
Yang dimaksud dengan tariff pajak tetap ialah tarif 
pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah, 
sehingga besarnya pajak terhutang tidak tergantung pada suatu 
jumlah yang dikenakan pajak.  
4. Tarif Pajak Progresip 
Tarif pajak progresif atau meningkat adalah suatu tarif 
pemungutan pajak dengan prosentase pemungutan yang semakin 
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besar dengan semakin besarnnya jumlah yang dikenakan pajak. Tarif 
pajak progresif merupakan tarif yang mencerminkan keadilan karena 
semakin besar penghasilannya akan semakin besar pula beban 
pajaknya.12 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Pajak Daerah  
1. Pengertian  
Pengertian pajak daerah menurut Undang-Undang Republik 
Indonesia No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang Pajak Derah dan 
Retribusi Daerah adalah sebagai berikut13 :  
“ pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi 
wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-undang , dengan tidak 
mendapatkan imbalan secara besarnya kemakmuran rakyat.”  
 
Pajak daerah menurut kamus hukum yaitu iuran wajib yang 
dilakuakn oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 
penyelangaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.14 
Sedangkan pengertian pajak daerah menurut Suandy15 : “ pajak daerah adalah 
iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 
imbalan langsung yang seimbang , yang dapat dipaksakan berdasarkan 
                                                             
12 H.S.Munawir.2000.Perpajakan.Yogyakarta.liberty Yogyakarta.Hal.15 
13 Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah 
14Citra Umbara.2013.Kamus Hukum.Bandung.Citra Umbara Bandung.Hal.288. 
15Suandy,Erly.2005.Hukum Pajak Edisi 3.Jakarta.Salemba Empat.Hal.236.  
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peraturan perundang undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelengaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”  
 
2. Ciri-Ciri Pajak Daerah  
Ciri-ciri pajak daerah yang dikemukan oleh mariastuti adalah sebagai berikut16 :  
a. Pajak daerah berasal dari pajak Negara yang diserahkan kepada 
kepala daerah sebagai pajak daerah  
b. Penyerahan dilakukan berdasarkan undang-undang 
c. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan undang-
undang atau peraturan hukum lainnya . 
d. Hasil pemungutan pajak daerah digunakan untuk membiayai 
penyelengaraan urusan rumah tangga daerah atau membiayai 
pengeluaran daerah sebagai badan hukum public. 
 
3. Jenis Pajak Daerah  
Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 
Pasal 2 tentang pajak daerahh dan retribusi daerah , jenis pajak daerah 
terdiri dari :17 
a. Pajak Provinsi,terdiri atas :  
1) Pajak Kendaraan Bermotor  
2) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor  
                                                             
16Mariastuti,Dwi Yulianti.2012.Pengaruh Ektensifikasi dan Intensifikasi Pajak Daerah Terhadap 
Pendapatan Asli Daerah ( pada Dinas Pendapatan Bandung )Universitas Widyatama.Hal.31.  




3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  
4) Pajak Air Permukaan  
5) Pajak Rokok 
b. Pajak Kota/Kabupaten, terdiri atas :  
1) Pajak Hotel  
2) Pajak Restoran  
3) Pajak Hiburan  
4) Pajak Reklame 
5) Pajak Penerangan Jalan  
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
7) Pajak Parkir  
8) Pajak Air Tanah  
9) Pajak Sarang Burung Walet  
10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dan,Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan 
 
4. Prinsip Pajak Daerah  
Dalam menjalankan pajak daerah , pajak daerah juga memiliki 
prinsip-prinsip, yaitu :  
a. Prinsip Elastisitas  
Pajak daerah harus Memberikan Pendapatan yang cukup dan 





b. Prinsip Keadilan  
Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik adil secara 
vertical salam arti sesuai dengan tingkatan social kelompok 
masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama 
bagi setiap anggota kelompok masyarakat. 
c. Prinsip Kemudahan Administrasi  
Administrasi pajak daerah harus fleksibel,sederhana, mudah 
dihitung dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib 
pajak. 
d. Prinsip Keberterimaan Politis 
Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh 
masyarakat sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak. 
e. Prinsip Nondistorsi  
Terhadap Perekonomian Pajak daerah tak boleh menimbulkan 
dampak negative terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak 
atau pemungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen 
maupun produsen.18 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Pajak Hotel 
1. Pengertian  
Hotel adalah suatu bentuk bangunan, lambang, perusahaan atau 
badan usaha akomodasi yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, 
penyedia makanan dan minuman serta fasilitas jasa lainnya dimana semua 
pelayanan itu diperuntukan bagi masyarakat umum, baik mereka yang 
                                                             
18Mahmudi.2010.Menenjemn Keuangan Daerah.Yogyakarta.Penerit Erlangga.Hal.21. 
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bermalam di hotel tersebut ataupun mereka yang hanya menggunakan 
fasilitas tertentu yang dimiliki hotel.19 
Menurut Sulastiyono ,Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola 
oleh pemiliknya dengan menyediakan pelayanan makanan, minuman dan 
fasilitas kamar untuk tidur kepada orang-orang yang melakukan perjalanan 
dan mampu membayar dengan jumlah yang wajar sesuai dengan 
pelayanan yang diterima tampa adanya perjanjian khusus.20 
Menurut Pasal 1 ayat (20) dan (21) Undang-undang Nomor 28 
Tahun 2009,“Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan 
oleh hotel” .Sedangkan “Hotel adalah fasilitas penyedia jasa 
penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut 
bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma 
pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta 
rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh)”.21 
 
 
2. Objek dan Subjek Pajak  
Objek adalah sebuah konsep, abstraksi atau sesuatu yang diberi 
batasan jelas dan dimaksudkan untuk sebuah aplikasi.Sebuah objek adalah 
sesuatu yang mempunyai keadaan, prilaku, dan identitas.Keadaan dari 
objek adalah satu dari kondisi yang memungkinkan dimana objek dapat 
muncul, dan dapat secara normal berubah berdasarkan waktu.Keadaan dari 
objek diimplimentasikan dengan kelompok propertinya (disebut atribut), 
berisi dari nilai property tersebut, ditambah ketehubungan objek yang 
mungkin dengan objek lainnya.Perilaku menentukan bagaimana sebuah 
                                                             
19Kumpulan Pengertian,Pengertian Hotel,http://infodanpengertian.blogspot.co.id/ diakses tanggal 7 
Januari 2017 
20Sulastiyono,Agus.2011.ManajemenPenyelenggaraan Hotel.Seri manajemen Usaha Jasa Sarana 
Pariwisata danAkomodasi. Jakarta. Alfabeta.Hal.5. 
21 Pasal 1 ayat (20) dan (21) Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
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objek beraksi dan bereaksi terhadap permintaan dari objek lainnya. 
Dipresentasikan dengan kelompok pesan yang direspons oleh objek 
(operasi yang dilakukan oleh objek)22 
Menurut Waluyo &Wirawan ,Pengertian wajib pajak sebagai 
berikut:“Objek pajak dapat diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan 
dasar untuk menghitung pajak terutang. Yang menjadi objek pajak PPh 
adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang 
diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia 
maupun dan luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau 
menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan 
dalam bentuk apapun”.23 
Pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Tentang 
Pajak Daerah Kota Malang Memberi pengertian terhadap Objek Pajak Hotel 
yaitu :“Pelayanan yang disediakan oleh Hotel Dengan Pembayaran, Termasuk 
Jasa Penunjang Sebagai Kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan 
kemudahan dan kenyamanan termasuk Fasilitas Olahraga dan Hiburan.” 
Pada Pasal 4 ayat  (3) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah Kota Malang  Objek Pajak Hotel yaitu  :”Termasuk 
dalam Objek Pajak Hotel Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat (1) adalah 
:a. Motel;b. Losmen;c. Rumah penginapan dan sejenisnya;d. Rumah Kos 
dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).” 
                                                             
22 Lussy Chandra,Pengertian Objek, http://lussychandra.blogspot.co.id/ diakses tanggal 7 Januari 
2017 




Subjek atau subyek adalah bagian klausa yang menandai apa yang 
dibicarakan oleh pembicara. Bagian klausa yang lain selain subjekadalah predikat. 
Subjek tidak selalu sama dengan pelaku atau aktor,terutama dalam kalimat 
pasif.24Pengertian subjek pajak menurut Waluyo & Wirawan “Subjek Pajak 
diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan 
pajak.Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak”.25 
Menuurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 
Tentang Pajak Daerah Kota Malang “ Subjek pajak hotel merupakan 
orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada oranf 
Pribadi atau badan yang mengusahakan Hotel”.26 
Menurt Pasal 1 ayat (2)Undang-undang nomor 28 Tahun 
2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebutkan 
pengertian Wajib Pajak yaitu:Wajib Pajak adalah orang pribadi atau 
badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan perpajakan.27 
Sedangkan yang menjadiMenurut Pasal 5 ayat (2) Peraturan 
Daerah No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Malang“Wajib 
                                                             
24 Lussy Chandra,Pengertian subjek, http://lussychandra.blogspot.co.id/ diakses tanggal 7 Januari 
2017 
25Ibid.Hal,58. 
26Menuurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota 
Malang 




pajak hotel adalah orang pribadi atau Badan yangmengusahakan hotel 
bukan kon- sumen yang menyewa kamar hotel tersebut”.28 
 
D. Tinjauan Umum Tentang Pemungutan  
1. Pengertian  
Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat 
kepada Negara yang hasilnya juga akan dikembalikan kepada masyarakat 
, oleh sebab itu pemungutan pajak harus mendapat persetujuan dari rakyat 
itu sendiri mengenai jenis pajak apa saja yang akan dipungut serta berapa 
besarnya pemungutan pajak , pada pasal 23 ayat (2) UUD 1945 
menyatakan bahwa “ segala pungutan pajak harus berdasarkan undang-
undang”. Sebaliknya bila ada pungutan yang namnaya pajak namun tak 
berdasarkan unang-undang , maka pungutan tersebut bukan pajak , 
melainkan perampokan (texation without representation is robbery)29 
 
2. Teori Pemungutan Pajak  
Dalam pemungutan pajak juga berlaku teori teori pemungutan 
pajak yang menjadi dasar untuk pemungutan pajak yang mana teori 
pemungutan ini dipergunakan untuk mendasari pemungutan pajak apapun  
, teori teorinya yaitu sebagai berikiut : 
 
 
                                                             
28Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kota Malang 




a. Teori Asuransi  
Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak 
rakyatnya.oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang 
diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan 
perlindungan tersebut. 
b. Teori Kepentingan 
Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada 
kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang.semakin 
besar kepentingan seseorang terhadap Negara,makin tinggi  pajak 
yang harus dibayar. 
c. Teori Daya Pikul 
Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya 
pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing masing orang.  
Menurut langen daya pikul adalah besarnya kekuatan 
seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan setinggi 
tingginya setelah dikurangi dengan yang mutlak kebutuhannya yang 
primer. Kekuatan untuk menyerahkan uang kepada Negara (pajak) 
barulah ada jika kebutuhan primer untuk hidup telah tersedia .30 
Menurut cohen stuart daya pikul diumpakan sebagai sebuah 
jembatan yang pertama tama harus bisa memikul bobotnya sendiri 
sebelum dicoba untuk dibebani dengan beban lainnya. Beliau 
menyarankan bahwa yang sangat diperlukan dalam kehidupan tidak 
dimasukkan kedalam daya pikul. Kekuatan untuk menyerahkan uang 
                                                             
30. Erly suandi.2005.Hukum Pajak edisi 13.Salemba Empat.Jakarta.Hal.29   
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kepada Negara  barulah ada jika kebutuhan kebutuhan primer untuk 
hidup sudah tersedia31 
d. Teori Bakti 
Teori ini didasarkan paham organisasi Negara ( organische 
staatsleer) yang mengajarkan bahwa Negara sebagai organisasi 
mempunyai tugas untuk menyelengarakan kepentingan umum.negara 
harus mengambil tindakan atau keputusan yang diperlukan termasuk 
keputusan dibidang pajak. Dengan sifat seperti itu maka Negara 
memiliki hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus 
membayar pajak sebgai tanda baktinya .32 
Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan 
rakyat dengan negaranya.Sebagai warga Negara yang berbakti rakyat 
harus selalu menyadari bahwa membayar pajak merupakan sebuah 
kewajiban. 
e. Teori Asas Daya Beli 
Teori ini adalah teori modern , teori ini mempersoalkan asal 
mulanya  Negara memungut pajak melainkan banyak melihat pada 
“efeknya” dan memandang efek yang baik itu sebagai dasar 
keadilannya. 
 Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika 
dipandang sebagai gejala dalam masyarakat dapat disamakan dengan 
pomp yaitu mengambil daya beli rumah tangga Negara dan kemudian 





memelihara hidup masyarakat dan untuk membawa ke arah yang 
tertentu.33 
Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. 
Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah 
tangga masyarakat untuk rumah tangga Negara.selanjutnya Negara 
akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan 
kesejahteraan masyarakat.dengan demikian kepentingan seluruh 
masyarakat lebih diutamakan34 
 
3. Sistem Pemungutan  
Teori ini merupakan pemecahan atas dasar menyatakan keadilannya 
pemungutan pajak oleh  Negara sehingga para ahli atau pemikir menamakannya 
sebagai asas menurut filsafah hukum yang dalam the “four maxims” termasuk 
maxims pertama .35Dalam pemungutan pajak  juga terdapat system pemungutan 
pajak yang mana system pemungutan pajak merupakan cara pemungutan pajak 
menurut Siti Resmi terdapat 3 Sistem pemungutan Pajak , Yaitu :36 
a. Offical Assessment System 
Offical Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak 
yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang oleh wajib pajak 
dihitung dan diterapkan oleh aparetur pajak. Selanjutnya,wajib paka 
                                                             
33Ibid.Hal,33 
34 Mardiasmo.2011.Perpajakan Edisi Revisi.Yogyakarta.Penerbit Andi.Hal.4 
35 Erly suandi.2005.Hukum Pajak Edisi 13.Salemba Empat.Jakarta.Hal.45   
36Resmi siti.2015.Perpajakan Kasus dan Teori.Jakarta.Penerbit Salemba.Hal.26 
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membayar hasil perhitungan pajak tersebut. Jadi, dalam hal ini wajib pajak 
bersifat pasif.Sistem ini berlaku sebelum reformasi pajak tahun 1983. 
b. Self Assessment System. 
Sistem pemungutan pajak yang berlaku di indonesia setelah 
reformasi pajak pada tahun 1983 sampai sekarang adalah self 
assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak 
yang memungkinkan wajib pajak menghitung besar pajakterutang 
yang kemmudian diserahkan kepada aperatur pajak.Wajib Pajak harus 
aktif dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan hasilnya kepada 
Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara aperatur pajak bertugas 
memberikan penerangan dan pengawasan. 
c. With Holding System 
Merupakan sistem untuk membantu pelaksanaan self assesment 
system. Sistem pemungutan pajak ini menyatakan  bahwa jumlah pajak 
terutang dihitung oleh pihak ketiga ( Selain wajib pajak dan Aperatur 
pajak). Contohnya pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan 
oleh bendahara suatu perusahaan. Dalam sitem ini karyawan tidak usah 
pergi ke kantor pajak untuk membayar pajak 
E. Teori Efektifitas Hukum   
Ada tiga suku kata yang terkandung dalam teori efektivitas hukum, 
yaitu teori, efektivitas, dan hukum. Didalam kamus besar bahasa indonesia, 
ada dua istilah yang berkaitan dengan efektivitas, yaitu efektif dan keefektifan. 
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Efektif artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya), 
Manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha 
guna, atau tindakan), mulai berlaku (tentang undang-undang, peraturan)37, 
Sedangkan Kefektifan artinya keadaan berpengaruh, hal berkesan, 
kemanjuran, kemujaraban, keberhasilan (usaha, tindakan) dan mulai 
berlakunya (undang-undang-peraturan).38 
Bila kita melihat efektifitas dalam bidang hukum , Achmad Ali 
berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektifitas dari 
hukum, maka kita pertama tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan 
hukum tersebut ditaati atau tidak ditaati. Lebih lanjut Achmad Ali pun 
mengemukakan bahwa pada umumnya factor yang banyak mempengaruhi 
efektifitasan suatu Perundang-Undangan adalah professional dan optimal 
pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum baik 
didalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun 
dalam menegakan Perundang-Undangan Tersebut.39 
Pada dasarnya efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam 
pencapaian tujuan.Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. 
Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pemikiran masyarakat 
dari pola pemikiran yang tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional 
                                                             
37 Kamus Bahasa Indonesia , Pengertian  Efektif, www.kamusbahasaindonesia.org , diakses 
tanggal 8 Januari 2017 
38Kamus Bahasa Indonesia , Pengertian  Kefektifan , www.kamusbahasa-indonesia.org , diakses 
tanggal 8 Januari 2017 
39Achmad Ali.2009.Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1 jakarta.Kencana.Hal.375. 
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atau modern.Efektivikasi hukum merupakan proses yang bertujuan agar 
supaya hukum berlaku efektif. 
Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “Law 
andSociety”, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat 
dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, 
dimana ketiga faktor tersebut adalah40 : 
a. Substansi Hukum 
 Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu 
sendiri.Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa 
sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh 
hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa 
masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan 
ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga 
adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek 
hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law 
enforcement) yang baik 
b. Struktur Hukum 
 Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum 
adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang 
penegakan hukum tersebut.Yang dimaksud dengan substansinya adalah 
aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system 
itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang 
                                                             




berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi 
aparat penegak hukum. 
c. Budaya Hukum 
  Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di 
tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk 
mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka 
masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak 
mau mematuhi peraturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor 
penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.Kultur 
hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia 
(termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan 
sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan 
aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum 
yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat 
dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan 
secara efektif. 
Sedangkan Soerjono Soekanto menggunakan tolak ukur efektivitas 
dalam penegakan hukum pada lima hal yakni : faktor hukumnya sendiri, 
faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan 
faktor kebudayaan Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu 
berfungsi dalam masyarakat, yaitu : 41 
a. Faktor Hukumnya Sendiri 
                                                             
41 Soerjono Soekanto. 2005.Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.Jakarta.PT. 
Raja Grafindo Persada.Hal.9. 
35 
 
Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya 
terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini 
disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat 
abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah 
ditentukan secara normatif. 
Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya 
berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang 
kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada 
hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup low 
enforcement saja, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan 
hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah 
dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. 
Dengan demikian, tidak berarti setiap permasalahan sosial hanya 
dapat diselesaikan dengan hukum yang tertulis, karena tidak mungkin ada 
peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur seluruh tingkah laku 
manusia, yang isinya jelas bagi setiap warga masyarakat yang diaturnya 
dan serasi antara kebutuhan untuk menerapkan peraturan dengan fasilitas 
yang mendukungnya. 
Pada hakikatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain 
hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, 
dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus 
harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun 
secara horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang 
36 
 
lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas, sederhana, dan tepat 
karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena 
perundang-undangan itu. 
b. Faktor Penegak Hukum  
Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum 
mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas 
pada strata atas, menengah, dan bawah.Artinya, di dalam melaksanakan 
tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogianya harus memiliiki suatu 
pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang 
lingkup tugas-tugasnya.  
Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas 
penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, 
tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah.Oleh karena itu, salah 
satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau 
kepribadian penegak hukum. 
Kepribadian dan mentalitas penegak hukum selama ini ada 
kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan 
hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan 
dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum.Sayangnya dalam 
melaksanakan wewenangnya sering timbul persoalan karena sikap atau 
perlakuan yang dipandang melampaui wewenang atau perbuatan lainnya 
yang dianggap melunturkan citra dan wibawa penegak hukum, hal ini 
disebabkan oleh kualitas yang rendah dari aparat penegak hukum tersebut. 
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Masalah peningkatan kualitas ini merupakan salah satu kendala 
yang dialami diberbagai instansi, tetapi khusus bagi aparat yang 
melaksanakan tugas wewenangnya menyangkut hak asasi manusia (dalam 
hal ini aparat penegak hukum) seharusnya mendapat prioritas. 
Walaupun disadari bahwa dalam hal peningkatan mutu berkaitan erat 
dengan anggaran lainnya yang selama ini bagi Polri selalu kurang dan sangat 
minim. 
c. Faktor Sarana/Fasilitas  
Fasilitas atau sarana amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan 
tertentu.Ruang lingkup sarana dimaksud yaitu sarana fisik yang berfungsi 
sebagai faktor pendukung.Misalnya, bila tidak ada kertas dan karbon yang 
cukup serta mesin tik yang cukup baik, bagaimana petugas dapat membuat 
berita acara mengenai suatu kejahatan.Bagaimana polisi dapat bekerja dengan 
baik apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang 
proporsional.Kalau peralatan dimaksud sudah  ada, faktor-faktor 
pemeliharaannya juga memegang peran yang sangat penting. 
Memang sering terjadi bahwa suatu peraturan sudah difungsikan, 
padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula 
bertujuan untuk memperlancar proses, malahan mengakibatkan terjadinya 
kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu 
peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, 
dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada : 
(1) Apa yang sudah ada, dipelihara terus agar setiap saat berfungsi;  
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(2) Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka 
waktu pengadaannya;  
(3) Apa yang kurang, perlu dilengkapi;  
(4) Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti;  
(5) Apa yang macet dilancarkan;  
(6) Apa yang telah mundur, ditingkatkan.  
d. Faktor Masyarakat 
Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah 
warga masyarakat.Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk 
mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut 
derajat kepatuhan.Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat 
kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator 
berfungsinya hukum yang bersangkutan. 
e. Factor kebudayaan 
Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan 
soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai 
fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur 
agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, 
dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. 
Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang 
perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus 
dilakukan, dan apa yang dilarang. 
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Kelima faktor yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, 
tidaklah disebutkan faktor mana yang sangat dominan berpengaruh atau 
mutlaklah semua faktor tersebut harus mendukung untuk membentuk 
efektifitas hukum. Namun sistematika dari kelima faktor ini jika bisa 
optimal, setidaknya hukum dinilai dapat efektif.. 
 
F. Pengaturan Pajak Hotel Dalam Peraturan Perundang-undangan   
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
Pasal :  
a. Pasal 1 ayat (20) Tentang  Pengertian Hotel  
b. Pasal 1 ayat (21) Tentang  Pengertian Pajak Hotel  
c. Pasal 2 (2) Huruf a Tentang  Jenis Pajak Daerah Yaitu salah 
satunya Pajak Hotel  
d. Pasal 32 Tentang Objek Pajak Hotel   
e. Pasal 33 Tentang Subjek dan Wajib Pajak Hotel 
f. Pasal 34 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Hotel  
g. Pasal 35 Tentang Tarif Pajak Hotel  
h. Pasal 42 Tentang Besaran Pokok Pajak Hotel 
2. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah  
Pasal :  
a. Pasal 1 ayat (8) Tentang  Pengertian Hotel  
b. Pasal 38 Tentang Objek Pajak Hotel 
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c. Pasal 39 Tentang Subjek dan Wajib Pajak Hotel  
d. Pasal 40 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Hotel  
e. Pasal 41 Tentang Tarif Pajak Hotel 
f. Pasal 42 Tentang Besaran Pokok Pajak Hotel 
3. Peraturan Daerah Kota Malang No.16 Tahun 2010 Tentang Pajak 
Daerah  
Pasal :  
a. Pasal 1 ayat (9) Tentang  Pengertian Hotel  
b. Pasal 1 ayat (10) Tentang  Pengertian Pajak Hotel  
c. Pasal 2 (2) Huruf a Tentang  Jenis Pajak Daerah Yaitu salah 
satunya Pajak Hotel  
d. Pasal 4 Tentang Objek Pajak Hotel   
e. Pasal 5 Tentang Subjek dan Wajib Pajak Hotel 
f. Pasal 6 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Hotel  
g. Pasal 7 Tentang Tarif Pajak Hotel  
h. Pasal 8 Tentang Besaran Pokok Pajak Hotel 
i. Pasal 9 Tentang Masa Pajak Hotel  
j. Pasal 10 Tentang Penetapan Pajak Hotel 
4. Peraturan Daerah Kota Denpasar No.5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel 
Pasal :  
a. Pasal 1 ayat (7) Tentang  Pengertian Pajak Hotel  
b. Pasal 1 ayat (8) Tentang  Pengertian Hotel 
c. Pasal 2 Nama Pajak Hotel  
d. Pasal 3 Tentang Objek Pajak Hotel   
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e. Pasal 4 Tentang Subjek dan Wajib Pajak Hotel 
f. Pasal 5 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Hotel  
g. Pasal 6 Tentang Tarif Pajak Hotel  
h. Pasal 7 Tentang Besaran Pokok Pajak Hotel 
i. Pasal 8 Tentang Wilayah Pemungutan Pajak Hotel  
j. Pasal 9 Tentang Masa  Pajak Hotel  
k. Pasal 10 - Pasal 12 Tentang Penetapan Pajak Hotel 
l. Pasal 13-Pasal 15  Tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan 
Pajak Hotel  
m. Pasal 16 – Pasal 17 Tentang Kadaluwarsa dan Tata cara 
Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluwarsa 
n. Pasal 18 dan Pasal 19 Tentang Sanksi Administratif Pajak Hotel  
o. Pasal 20 Tentang Pemberian Pengurangan , Keringanan dan 
Pembebasan Dalam Hal-Hal Tertentu Atas Pajak Hotel  
 
